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ABSTRAK 

EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM RESPEK PADA 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG 

DALAM MENGURANGI KEMISKTNAN DI KABUPATEN YAHU:KIMO 

Zadrak A wan Maradona 
zmaradona@gmail.com 

Program Pasca Sarj ana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Evaluasi input perencanaan program 
RESPEK, Evaluasi proses perencanaan program RESPEK, Evaluasi output 
perencanaan program RESPEK, dan Dampak bagi masyarakat Kampung Dalam 
mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Y ahukimo. 

Penelitian menggunakan pendekatan deslniptif kualitatif melalui studi 
penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, 
pengambilan kesimpulan, dan verivikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi input perencanaan program 
respek dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Kampung Kabupaten Y ahukimo dilihat dari dana planning, dana training, dana 
transport, dana respek berjalan baik dengan anggaran seratus juta rupiah per setiap 
kampung, dana training belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat 
penerima dana program RESPEK belum bisa membuat perencanaan anggaran 
training dengan baik, dana transport belum berjalan sebagaimana mestinya 
disebabkan jalanan bervariasi ada jalan yang baik tetapi sebaliknya ada yang rusak 
dan sulit dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua. 

Evaluasi proses perencanaan program RESPEK menunjukkan bahwa 
evaluasi proses perencanaan program RESPEK dalam mengurangi kemiskinan 
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo dilihat 
dari tiga aspek pertama, masyarakat kampung belum mampu untuk merencanakan 
penggw:iaan dana RESPEK tersebut. Kedua, fasilitator tidak memahami persoalan 
yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di KabupatenYahukimo. Ketiga, 
pendampingan sangat urgen dalam membantu masyarakat dalam perencanaan dan 
pelaksanaan RESPEK belum memadai. Hal ini mengakibatkan Respek belum 
j alan optimal, padahal dalam tataran konsep sudah san gat baik, namun dalam 
tataran implementasi masih bermasalah. 

Evaluasi output perencanaan program RESPEK dalam mengurangi 
kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten 
Y ahukimo dilihat dari Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten 
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Y ahukimo bel urn dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat 
kampung belum siap menerima dana RESPEK dengan merinci program yang 
harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat kampung lebih baik. Hal ini teljadi karena sumber daya manusia 
masyarakat kampu.tJ.g rata-rata tergolong rendah, dibandingkan denga.tJ. daera.ll lain 

di luar Papua secara umum. 

Kata Kunci: Evaluasi, Perencanaan, Program Respek, Kemiskinan 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF RESPEK PROGRAM PLANNING BY COMMUNITY 
DEVELOPMENT AGENCY TO DIMINISH POVERTY IN 

GOVERNMENT OF YAHUKIMO 

Zadrak A wan Maradona 
zmaradona@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This research aims to explain the evaluation of input strategy, the 
evaluation of process of planning, and the evaluation of output strategy of 
RESPEK program as well as the impact to diminish poverty in Government of 
Yahukimo. 

The writer undertakes descriptive qualitative approach for this research 
through field study and collects data from observations, interviews, and 
documentation. In analyzing the data, the writer uses data reduction technique, 
data presentation, drawing conclusion and data verification. 

The result of the research shows that the evaluation of input strategy 
RESPEK to diminish poverty in Y ahukimo by the Community Development 
Agency is seen from planning fund, training fund, and transportation fund. The 
writer finds out that the implementation of RESPEK is appropriate with the 
budget allocation, as much as of Rp. 100.000.000,- for each village. However, it 
does not apply in both training fund and transportation fund. It is mainly caused 
by the condition of damaged roads which make it hard for pe?ple to reach the 
village. 

The evaluation of planning process of RESPEK program, that aim to 
decrease poverty by the Community Development Agency of Y ahukimo district, 
is reviewed by the three aspects. Firstly, people in the villages have not been able 
to plan the use of the funding that the get from RESPEK program properly. 
Secondly, the facilitators do not really comprehend the problem faced by the 
people in Y ahukimo. Thirdly, cooperation between the facilitators and the 
villagers, which is extremely important to help them in producing better planning, 
has not worked really well. As consequence, the program can not reach · its 
maximum benefit, even though it is conceptually well planned. 

The evaluation of output strategy from RESPEK to diminish poverty in 
the Community Development Agency in Y ahukimo, which has been reviewed 
from the programs that takes place in the district, can not be considered 
successful. The lack of understanding from the local people to plan sustainable 
and beneficial programs to upgrade their wellbeing by using the fund from 
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RESPEK, is considered to be one of the main cause that contribute to the failure 
of this program. The lack of human resources in the villages, compared to people 
from other areas outside Papua, is another problem found in this research. 

Keywords: Evaluation, Planning, RESPEK Program, Poverty. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian Secara Umum 

Kabupaten Y ahukimo merupakan salah satu kabupaten di bagian 

timur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah 

administrasi Provinsi Papua. Kabupaten yang pusat pemerintahannya di 

Distrik Dekai ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya 

berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 tahun 2002 dan diresmikan pada 

tanggalll Desember 2002. 

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak daerah 

dengan aksesibilitas yang terbatas menjadi tantangan pembangunan tersendiri 

bagi pemerintah daerah. Minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur 

penunjang menjadi penghambat utama dalam pengembangan potensi daerah 

dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini diperparah dengan 

domisili penduduk Yahukimo yang menyebar di berbagai titik wilayah 

dimana sebagian besar penduduknya tinggal di daerah dataran tinggi yang 

tentu saja membutuhkan biaya yang relatif sangat besar untuk. 

Gambaran Umum kondisi Kabupaten Y ahukimo memberikan 

gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten 

Y ahukimo secara umum saat ini. 
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1. Aspek Geografi Dan Demografi 

a. Kondisi Geografi Daerah 

Wilayah Kabupaten Yahukimo terletak 138045' - 140014' bujur 

timur dan 3039' - 5002 lintang selatan serta terletak pada ketinggian 100 

- 3.000 meter diatas permukaan laut. 

Kabupaten Y ahukimo memliliki luas wilayah 17.152 km2. Ibu Kota 

Kabupaten Yahukimo adalah Sumohai, Distrik Dekai. Distrik Kurina 

merupakan daerah terluas, yaitu 605 km2 atau 3,53 dari luas wilayah 

Kabupaten Y ahukimo. Sedangkan Distrik Duram merupakan distrik 

dengan wilayahterkecil, yakni 100 km2 atau 0,58 persen dari Kabupaten 

Yahukimo. Sedangkan jarak terjauh yang harus ditempuh dari ibu kota 

kecamatan ke ibu kota Kabupaten Y ahukimo yaitu Kota Dekai adalah 

Distrik Talambo (230 km). 

Kabupaten Y ahukimo berbatasan langsung dengan kabupaten-

kabupaten di sekitarnya, yaitu: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, kabupaten 

Y alimo, Kabupaten Keerom, Kabupaten Tolikara. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten N duga, kabupaten 

Mimika. 
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Gambar4.1 
Peta Administratif Kabupaten Y ahukimo 

KABUPATEN YAHUKIMO 

:DJ:"' ·. ,. :·1 l 
' , . l e 

I I i .. 
~,. :ll~,. :.c-::-:.-

;~:.:.ra~.,~c=~.,..;~~"' .GClrM:...<>s 
-::..:- .c\11·~~~ 

Sumber: RTRW Kabupaten Yahukimo 2010-2030 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten 

Y ahukimo ditetapkan sebagai daerah otonomi baru dengan ibuk:ota 

Kabupaten berada di Sumohai. Namun karena kondisi infrastruktur 

dan fasilitas fisik Distrik Sumohai belum memungkinkan, maka pusat 

pemerintahan untuk: sementara dipindahkan ke Distrik Dekai yang 

direncanakan memiliki luas 8 km x 7 km. 

Luas Wilavah 

Kabupaten Y ahuk:imo memiliki 51 Distrik yang terdiri dari 1 

kelurahan dan 517 kampung. Jika dilihat dari jumlah komposisi 

kampung/kelurahan, Distrik Kurima memiliki jumlah kampung/kelurahan 

terbanyak yakni 22 desa. Sedangkan distrik yang memiliki jumlah desa 

paling sedikit adalah Distrik Y ahuliambut, Kona, dan Dirwemna 
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dengan masing-masing terdiri dari lima desa. Selain itu, Distrik Kurima 

memiliki luas wilayah paling besar yakni seluas 605 km2 dengan 

persentase sebesar 3,53 persen dari total wilayah. Sedangkan distrik 

yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Distrik Duram dengan luas 

wilayah sebesar 100 km2 (0,58%). 

b. Demografi 

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Catatan Sipil dan 

Kependudukan Kabupaten yahukimo yang dilakukan dengan metode 

pengumpulan data dari kepala desa atau yang lebih dikenal dengan 

metode pengumpulan buku induk, penduduk Kabupaten Y ahukimo 

pada tahun 2014 tercatat sebanyak 328.285 jiwa yang terdiri dari 

178.175 penduduk laku-laki dan 150.110 penduduk perempuan. Nilai 

rasio jenis kelamin Kabupaten Y ahukimo sebesar 111.70, artinya 

bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten yahukimo 

terdapat 112 penduduk laki-laki. 

Jika jumlah penduduk di rinci berdasarkan kecamatan, maka 

jumlah penduduk terbnyak adalah Kecamatan Kurima yaitu sebesar 

16.701 jiwa (5.09%) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di 

Kecamatan Kona yaitu sebanyak 1.258 jiwa (0.38%). Jumlah rumah 

tangga di Kabupaten Y ahukimo mencapai 71.118 rumah tangga, 

sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga mencapai 5 jiwa. Angka 

ketergantungan penduduk (dependency ratio) Kabupaten Y ahukimo 

tahun 2013 tercatat 15,29 persen, artinya bahwa setiap 100 penduduk 

produktif menanggung 16 orang yang tidak produktif. 
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Menurut data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Y ahukimo, jumlah pencari ketja yang terdaftar menurut jenis kelamin 

hingga tahun 2013 berjumlah 1398 orang, yang terdiri dari pencari 

ketja laki-laki sebanyak 536 orang dan pencari kerja perempuan 

sebanyak 862 orang. Dengan pencari ketja terbanyak merupakan 

lulusan S l/S2/S3 sebanyak 680 orang. 

Gambar4.2 
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kabupaten Yahukimo, Tahun 2014 

Sumber: Yahukimo Da/am Angka Tahun 2014 

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aspek kesej ahteraan masyarakat menjelaskan ten tang 

perkembangan kesejahteraan Kabupaten Yahukimo yang ditinjau dari sisi 

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. 

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator dasar dalam melakukan evaluasi, monitoring, sekaligus dasar 

perencanaan perekonomian dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, 
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PDRB dapat diartikan sebagai nilai tam bah dari barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh produsen-produsen suatu wilayah pada jangka waktu 

tertentu. Sebagai salah satu indikator analisis perekonomian, maka 

fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan menguraikan data 

pencapaian perkembangan PDRB, pertumbuhan ekonomi, struktur 

ekonomi, dan fluktuasi inflasi Kabupaten Y ahukimo. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah menggambarkan 

bagaimana posisi perekonomian daerah tersebut dalam menata 

pembangunan daerah. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan 

perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, 

monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi. 

PDRB atas harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah 

yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Selain 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, PDRB atas 

harga berlaku juga dipengaruhi oleh perubahan kuantitas produksi. 

Oleh sebab itu, perubahan angka ke arah yang lebih besar selalu berarti 

ke arah yang lebih baik, artinya adalah tidak selalu mengindikasikan 

sebuah peningkatan. 

Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 

dasar 2010 Kabupaten Yahukimo pada tahun 2014 adalah sebesar 

1.531.979,2 juta rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 14,07 
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persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. 

Gambar4.3 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 

Kabupaten Yahukimo, Tabun 2010-2014 (Juta Rupiah) 

Sumber: PDRB Kabupaten Yahukimo Menun1t Lapangan Usaha 2010-2014 

PDRB atas harga konstan (ADHK) merupakan nilai tambah 

yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan 

menggunakan satu harga dimana harga yang digunakan pada tahun 

tertentu yakni harga pada tahun 2010 dimana sebelumnya tahun dasar 

yang digunakan adalah tahun 2000. Jadi setiap perhitungan dianggap 

sejak tahun 2010 karena telah teijadi perubahan struktur ekonomi 

selama 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 2010 perekonomian 

Indonesia relatif stabil. Maka setiap nilai tambah PDRB dihitung 

dengan menggunakan harga-harga tahun 2010. 

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2014 adalah sebesar 

1.086.036,7 jutaan rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 

7,14 persen dibandingkan dengan tahun sebe1umnya yaitu tahun 2013. 
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Gambar4.4 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

Kabupaten Yahukimo, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) 

1,400,000.00 

1,200,000.00 

1,000,000.00 

600,000.00 

400,000.00 

200,000.00 

0.00 

2010 2011 2012 2013 2014 

Sumber: PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 

Struktur Ekonomi 

Struktur ekonomi adalah peranan sektor-sektor lapangan usaha 

terhadap total dari seluruh sektor. Struktur ekonomi suatu wilayah 

biasanya disajikan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga berlaku (ADHB). PDRB ADHB merupakan nilai tambah 

yang dihasilkan sektor lapangan usaha dan dihitung dengan 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Selain 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, PDRB ADHB 

juga dipengaruhi oleh perubahan kuantitas produksi. Sehingga nilai 

yang besar tidak selalu berarti ada peningkatan. 

Struktur lapangan usaha Kabupaten Y ahukimo tahun 2014 

masih sama seperti tahun sebelumnya yakni masih didominasi oleh 

lapangan usaha Jasa- Jasa. Hanya saja setelah ada perubahan tahun 

dasar 2010 yang baru ini lapangan usaha Jasa-Jasa dipecah menjadi 
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lima sektor Iapangan usaha yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan, 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 

Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa 

Lainnya. 

Sumbangan terbesar pada tahun 2014 diberikan oleh lapangan 

usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

Wajib (31,77 persen), lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan (25,32 persen), lapangan usaha Konstruksi (16,51 persen), 

lapangan usaha Jasa Pendidikan (6,26 persen), dan lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 

(5,95). Sementara peranan lapangan usaha lainnya dibawah lima 

persen. 

Kontribusi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan, dan Jaminan Sosial dari tahun ke tahun kontribusirnya 

selalu meningkat. Hingga pada tahun 2013 menjadi kontributor terbesar 

bagi PDRB Kabupaten Y ahukimo menggantikan posisi lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 
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Gambar4.5 
Struktur Ekonomi Terbesar Kabupaten Yahukimo 

Tahun 2914 (%) 

Administras.i 
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Pertahanan dan 
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Sumber: PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 

Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Kabupaten Y ahukimo dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun, puncak pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Yahukimo terjadi pada tahun 2011, dimana 

laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 11,96. Kemudian 

menurun pada tahun 2012 menjadi 10,97 persen dan melambat lagi 

menjadi 7,03 persen di tahun 2013. Laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Y ahukimo mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen 

pada tahun 2014 menjadi 7,06 persen. 
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Gambar4.6 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Yahukimo 

Tahun 2014 {%) 

14 

11.96 
12 10.97 

10 

8 7.06 

6 

4 

2 

0 
2011 2012 2013 2014 

Sumber: Yahukimo Dalam Angka Tahun 2014 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Y ahukimo tahun 2014 

dibangun oleh pertumbuhan positif dari masing-masing lapangan usa..h.a 

ekonomi di Kabupaten Y ahukimo. Namun, tidak semua lapangan usaha 

berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB juga menyumbang 

angka pertumbuhan yang besar pada total pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Yahukimo tahun 2014. Seperti, lapangan usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebagai kontributor 

terbesar hanya memberikan andil hanya sebesar 0,44 persen. Lapangan 

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor kedua 

hanya memberikan andil sebesar 0,26 persen. Lapangan usaha 

Konstruksi sebagai kontributor ketiga hanya memberikan andil 

sebesar 0,46 persen. 
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Tabel4.1 
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Yahukimo 

Tahun 2014 (o/o) 

~Pertumbuhan 
No Lapangan lJ sah~ Ekoriomi 

Sektoral (%) 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,26 

2 Pertarnbangan dan Penggalian 0,5 

3 Industri Pengolahan 0,39 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sarnpah, 
Limbah dan Daur 

6 Konstruksi 0,46 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan 0,27 

8 Transportasi dan pergudangan 0,37 

9 Penyediaan Akomodasi Makan Minum 0,39 

10 Informasi dan Komunikasi 1,06 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,55 

12 Real Estate 0,42 

13 Jasa Perusahaan 0,53 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan 0,44 

15 Jasa Pendidikan 0,5 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,41 

17 J as a Lainnya 0,46 

Jumlah 7,06 

Sumber: PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangcm Usaha 2010-2014 

PDRB Perkapita 

Jika PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang 

tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per 

kapita: PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk. 
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Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan pertumbuhan 10,10 persen dari 

nilai PDRB 4,93 juta rupiah menjadi 5,74 juta rupiah. Kemudian tahun 

2012-2013, pertumbuhannya mulai melambat menjadi 9,09 persen dan 

4,91 persen, dengan jumlah nominal masing-masing sebesar 6,78 dan 

7,67 juta rupiah. Baru pada tahun 2014, PDRB per kapita mulai 

menguat lagi dengan naik 5,19 persen dari tahun sebelumnya, hingga 

mencapai 8,60 juta rupiah. 

Tabel4.2 
PDRB Perkapita Kabupaten Yahukimo Tahun 2010-2014 (Rupiah) 

.. 
.No . T.ihu:n. .. '.;·:.·''· : > : ·~~,~~@:~~ga'':::,. A~is D~~u-Harga 

;.: :~¢I:ID<'!:i·:: · · >' · . :Ktilist.ui 

1l 201{) 4.926.267,43 4. 926.267',43 

2 2G1l 5.738.543,66 5.423.963,16 

3 2012 6.768.533,3{) 5.917.119,81! 

4 2GB"') 7.670.736,12 6.207.444,84 

5 2GU""*) 8.597.303,1{) 6.529.843,44 

Sumber: PDRB Kabupaten Yahukimo Menurnt Lapangan Usaha 2010-2014 

Rasio Gini 

Pada tahun 2012 dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di 

Kabupaten Y ahukimo masuk kategori ketidakmerataan rendah, 

kesimpulan ini berdasarkan basil pengukuran distribusi pendapatan baik 

menurut Bank Dunia maupun rasio gini. 
' . 

Berdasarkan kreteria Bank Dunia, pada tahun 2013, 40 persen 

rumah tangga berpendapatan rendah dapat menikmati 22,63 persen 
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pendapatan. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di 

Kabupaten yahukimo memiliki ketimpangan rendah. 

Tabel4.3 
Rasio Gini Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 

.. , 
.. 

DisfuiihU)si PeJ1dlapata.n. ~3jJc¢\k'D1!.EJIIlia GWrasio Pendtuq[Uk · · .. 

" 

40% berpendapatan 22.,663 
rendah 

40% berpendapatan 37,635 0,20 
sedrung 

20% berpendapatan 39,732 
tinggi 

Total 100 
--

Sumber: IPM Kabupaten Yahukimo 2013 

Pola Pengeluaran Rumah Tangga 

Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Y ahukimo 

tahun 2014 sebesar Rp. 4.080,73 ribu rupiah dari total pengeluaran 

tersebut sekitar 78,39 persen (Rp.498.551) digunakan untuk 

pengeluaran konsumsi makanan dan sisanya sekitar 21,61 persen (Rp. 

13 7.441) digunakan untuk pengeluaran konsumsi non makanan. 

Dibandingkan dengan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten 

induknya, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di 

Kabupaten Jayawijaya lebih tinggi yakni sekitar Rp. 665.312. persentase 

pengeluaran untuk konsumsi makanan hanya sekitar 54,57 persen dan 

pengeluaran untuk konsumsi non makanan sekitar 45,43 persen. 

~ada tahun 2013 rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita 

perbul~ di Kabupaten Y ahukimo, dan daerah sekitamya dan bahkan 
' 

Provinsi Papua masih didominasi pleh pengeluaran kelompok makanan. 
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Inilah salah satu ciri dari karateristik penduduk negara berkembang 

dimana pengeluaran untuk kelompok makanan akan lebih diutamakan 

dibandingkan pengeluaran non makanan. 

Gambar4.7 
Persentase Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan 

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, 
dan Provinsi Papua (o/o) 
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Sumber: /PM Kabupaten Yahukimo 2013 

Potensi Usaha 

Potensi usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro sangat 

besar. Sebagai pengusaha yang berwirausaha pada sektor pertanian dan 

sub sektor pertanian (sektor petemakan) sumber daya alam yang 

dimilikiKabupaten Y ahukimo sangat melimpah. Lahan yang luas dan 

subur tersedia bagi masyarakat sebagai pelaku usaha yang nota bene 

adalah pemegang hak ulayat. 
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'I I 

Gambar4.8 
Salah satu usaha mikro yang berjalan di Kabupaten Y ahukimo 

Pengembangan koperasi dan UKM ditempuh untuk 

mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten 

Y ahulcimo. Pada tahun 2008, jumlah koperasi di kabupaten ini 

sebanyak 62 koperasi. Jumlah koperasi ini mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 yang beijumlah 24 unit koperasi. 

Jumlah 62 koperasi itu terbagi menjadi duajenis yaitu berupa Koperasi 

Unit Desa sebanyak 51 koperasi, dan 11 unit koperasi lainnya berupa 

koperasi non-KUD. Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM 

disusun secara terencana dan sistematis yang meliputi: 

1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan 

berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai 

adanya efisiensi ekonomi. 

2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk 

meningkatkan akses pada sumber daya produktif sehingga apat 

m~manfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, 
i 

teiutama sumber daya lokal yang tersedia dan sumber daya modal. 
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3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha 

kecil dan menengah (UKM). 

4. Pemberdayaan usaha sekala mikro untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di di 

sektor informal yang berskala usaha mikro. 

Selain melalui koperasi, upaya lain yang ditempuh pemerintah 

untuk mengembangkan sektor ekonomi di daerah ini yaitu melalui 

pembangunan pusat-pusat perdagangan. Pembangunan ruko-ruko dan 

los pasar terus berkembang seiring dengan berkembangnya sektor 

perdangan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. 

Berkembanganya perekonomian masyarakat dengan pemberian 

subsidi memperlancar juga arus perkembangan sektor industri dan 

perdagangan. Barang-barang yang dipe:rjualbelikan semakin bervariasi, 

seperti misalnya produk-produk kecantikan, meubel, alat-alat tulis, 

berbagai jenis makanan pokok dan makanan bukan pokok, dan lain-

lain. Pemenuhan kebutuhan komunikasi dan transportasi membuka 

peluang usaha baru dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna handphone dan kendaraan 

bermotor, pusat-pusat penjualan handphone serta kendaraan bermotor 

pun dibuka. Jasa perbaikan handphone dan kendaraan bermotor juga 

menjadi salah satu bidang usaha yang bukan hanya sebatas untuk 

memperoleh pendapatan, tetapi juga meningkatkan sumber daya 

manu~ianya. Hal ini disebabkan bidang usaha yang dikerjakan 
! 
' ! 
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memerlukan keahlian khusus yang sejalan dengan perkembangan 

I 

zaman yang semakin modem ini. 

Sektor perdaganagan di kabupaten ini dapat berjalan dengan 

lebih lancar dengan kehadiran Bank Papua. Bank ini menjadi bagian 

dari sirkulasi keuangan sektor perdagangan dan sektor-sektor yang 

lainnya. Jenis usaha yang telah ditekuni oleh pengusaha mikro di 

Kabupaten Y ahukimo bermacam-macam. Pada umumnya, usaha yang 
' 

dilakul,rnn oleh masyarakat Kabupaten Y ahukimo adalah bertani dan 

beternak babi. Sebagian lagi menjalankan usaha sebagai petemak babi 

saja. 

Dalam menjalankan usaha, ada pengusaha yang selain bertani 

dan betemak babi, mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk 

ditabung, dan dipinjamkan kepada orang lain. Diakui bahwa pemberian 

pinjaman kepada pihak lain, lebih bersifat pada rentenir. Karena 

meminjamkan uangnya sekaligus dengan memberikan bunga pinjaman 

seperti praktik-praktik rentenir pada umumnya. Namun uniknya, 

kreditur-kreditur mereka tidak hanya pelaku-pelaku usaha dan 

masyarakat biasa saja, tetapi beberapa oknum-oknum pejabat di 

lingkungan pemerintah daerahjuga menjadi kreditur mereka. 

Kesan positif yang dapat diperoleh dari praktik rentenir di atas, 

adalah bahwa ada kesadaran untuk menyisihkan sebagian uang hasil 

usaha di benak pelaku usaha ini. Ini juga merupakan salah satu potensi 

yang ~apat di kembangkan dalam berusaha. 
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Kendala Usaha 

Sumber daya alam yang melimpah dan semangat berusaha yang 

tinggi tidak serta merta dapat meningkatkan usaha seseorang. Masih 

ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di 

Kabupaten Y ahukimo. 

Kendala-kendala tersebut antara lain: 

a. Rendahnya Produktivitas. Rendahnya produktivitas di Kabupaten 

Yahukimo, disebabkan karena lemahnya manajemen usaha, 

penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi 

usaha. 

b. Terbatasnya akses kepada sumber daya produkti£ Terutama akses 

permodalan, dan akses pasar. 

c. Lemahnya koordinasi lintas instansi untuk mengembangkan usaha 

mikro. 

Kabupaten Y ahukimo ini juga didukung oleh sumber daya alam yang 

melimpah. Potensi bisnis daerah ini sangat besar karena selain memiliki 

sumber daya alam dari sektor kehutanan, hasil produksi sayur-sayuran 

pun selalu ada dan tak pemah berhenti. Potensi bisnis ini juga 

dilengkapi oleh adanya pabrik tahu dan tempe. Namun ironisnya, 

sebagian besar penduduk asli Kabupaten Y ahukimo masih hidup di 

bawah kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Y ahukimo saat ini menempati ranking tertinggi kedua di antara sepuluh 

kabupaten di wilayah pegunungan tengah yaitu sebesar 46,22 %. 

' ' I 

! Seha.nisnya, dengan luas wilayah yang dilengkapi dengan sumber daya 
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alam yang melimpah, masyarakat asli Kabupaten Y ahukimo, tidak 

berlama-lama hidup dalam kemiskinan. 

Gambar4.9 
Potensi bisnis yang berbasis sumber daya lokal 

di Kabupaten Y ahukimo 

Semangat berbisnis telah dimiliki oleh hampir sebagian besar 

penduduk. Dalam konteks ini berarti potensi bisnis telah dimiliki dan 

menyatu dalam relung hati masyarakat asli Kabupaten Y ahukimo. 

Namun sayangnya, hanya semangat yang dimiliki. Kurangnya motivasi, 

rendahnya pemahaman manajemen usaha dalam berbisnis juga 

penguasaan teknologi serta terbatasnya akses untuk mendapatkan modal 

menjadi penyebab utama tingginya tingkat persentase angka 

kemiskinan. Profit yang dihasilkan oleh setiap pebisnis yang notabene 

adalah masyarakat asli Y ahukimo, hanya dapat digunakan untuk 

konsumsi sehari atau dua hari saja. Lemahnya daya bisnis yang 

disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, 

menyebabkan masyarakat tidak dapat mewujudkan potensi bisnis yang 

berb~is sumber daya lokal. 

I 
Strategi yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan potensi 
I 
I 

yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat Yahukimo adalah dengan 
! 
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mendukung pengembangan usaha lokal dengan cara memfasilitasi 

kelompok usaha lokal untuk memperoleh akses ke keuangan dan 

membentuk pusat pengembangan usaha mikro atau inkubasi bisnis. 

Dengan tujuan, agar bukan hanya akses permodalan saja yang 

diperoleh, tetapi pengetahuan dan sikap berbisnis, serta kemampuan 

menyusun rencana usaha, dimiliki setiap kelompok usaha sehingga 

mampu menjadi pengusaha mikro Papua yang mandiri, berdaya guna 

memberikan kontribusi positif dalam . pembangunan Kabupaten 

Yahukimo. 

Pemetaan · Lembaga Keuangan Mikro, proyek "Pelembagaan 

Pembangunan Mata pencaharian yang Berkelanjutan" ILO - PCdP2 

UNDP Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro & Kajian Situasi Terkini 

tentang Akses ke Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 

di Kabupaten Y ahukimo, Sarmi & Boven Digoel : 

1) Lembaga Keuangan Perbankan (Bank Papua di Y ahukimo) 

Bank merupakan lembaga keuangan formal. Namun jika 

bank tersebut dalam aktivitasnya menyediakan jasa keuangan bagi 

usaha mikro maka bank itu dapat disebut juga dengan lembaga 

keuangan mikro (LKM). Bank Papua, adalah salah satu bank 

umum dengan prinsip konvensional yang saham terbesarnya 

diiniliki oleh Pemerintah Provinsi Papua. 

Bank Papua di Kabupaten Yahukimo telah beroperasi sejak 

I 

taJ:lun 2005. Secara umum, produk-produk yang ditawarkan oleh 
i 

Bank Papua kepada usaha mikro adalah tabungan dan kredit. 
I 
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Namun, dalam penyelenggaraan jasa keuangan di Kabupaten 

Y ahukimo, Bank Papua hanya menawarkan produk tabungan dan 

kredit konsumtif saja. Sedangkan akses terhadap kredit produktif 

yang bersifat modal kerja belum dibuka kepada masyarakat di 

Kabupaten Y ahukimo. 

Faktor yang menyebabkan belum dibukanya akses kredit 

produktif adalah karena belum adanya penguatan kapasitas 

kelembagaan terkait kredit produktif terutama kredit mikro di Bank 

Papua Y ahukimo selain alasan kehati-hatian. Alasan lain bel urn 

dibukanya akses keuangan mikro pada Bank Papua Y ahukimo 

adalah karena alasan legalitas agunan. Y aitu bahwa tidak semua 

pelaku usaha mikro memiliki bukti kepemilikan agunan dan usaha 

yang tetap. 

Gambar 4.10 
Lembaga Keuangan Perbankan (Bank Papua di Yahukimo) 

2) Lembaga Keuangan bukan Bank (Koperasi Simpan Pinjam) 
I 

Dalam mengembangkan ekonomi rakyat, lembaga keuangan 

lain yang lebih dekat dan berperan dalam peningkatan usaha 
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I I 

I 

produktif masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan 

modal, adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa layanan 

menyimpan dan meminjamkan uang bagi masyarakat. Di seluruh 

Kabupaten Yahukimo, terdapat 50 koperasi (terlampir) yang 

terse bar di beberapa distrik di Y ahukimo. Di Distrik Dekai sendiri 

ibu kota Kabupaten Yahukimo terdapat dua koperasi. Namun kedua 

koperasi tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi 

simpan pinjam, yang memberikan layanan atau akses keuangan 

kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Yahukimo. Jenis koperasi 

tersebut adalah koperasi unit desa (KUD) namun layanan atau jenis 

usaha yang disediakan adalah jasa foto kopi dan kios. Empat puluh 

delapan koperasi yang tersebar di distrik lain di Kabupaten 

Y ahukimo, menurut staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi ( disperindagkop) sudah tidak aktif lagi. Karena kurangnya 

modal dalam mengembangkan koperasi-koperasi tersebut. 

Sayangnya, data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif 

dan tidak aktif, tidak tersedia). Kopwan Nunu, satu di antara dua 

lembaga koperasi di Distrik Dekai adalah koperasi pegawai negeri. 

Dalam aktivitas sehari-harinya, Kopwan Nunu hanya berfungsi 

sebagai kantin dan kios saja. Pasar utama yang dituju oleh Kopwan 

Nunu ini adalah para PNS di lingkungan Disperindagkop. Koperasi 

inipun tidak menyediakan layanan keuangan berupa simpan pinjam. 

Demikian pula dengan KUD Kuntre. KUD tersebut pun 

84 

43231.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I ' 

' 
' 

menjalankan usaha perdagangan atau kios yang berbadan hukum 

koperasi. 

3) Dinamika Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Y ahukimo 

Kehadiran lembaga keuangan mikro baik bank, maupun 

koperasi pada suatu daerah seharusnya mampu memberdayakan 

usaha mikro di daerah tersebut. Pada kenyataannya, perkembangan 

Bank Papua dan koperasi di Kabupaten Y ahukimo belum cukup 

menggembirakan, jika dilihat dari perkembangan layanan keuangan 

mikro yang diberikan. Fenomena kelesuan perkembangan lembaga 

keuangan ini, menjadi sebuah persoalan dan rambu-rambu bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Y ahukimo. Pemerintah seharusnya 

lebih tanggap dengan kondisi ini dan segera membuat kebijakan 

untuk menjawab persoalan tersebut. Jika dibiarkan, maka akan 

berdampak pada tidak berdayanya usaha-usaha mikro di Kabupten 

Y ahukimo yang salah satu dampaknya adalah menurunnya tingkat 

produktivitas. Mengapa demikian? Karena saat ini, sebagian besar 

usaha mikro masih mengandalkan modal sendiri yang berasal dari 

aset dan pendapatan pelaku usaha mikro yang lebih banyak berasal 

dari sektor pertanian. 

Padahal, kadangkala pendapatan dan aset tersebut harus 

digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga mulai dari 

konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya 

so~ial lainnya. Dalam konteks jumlah, pendapatan dan aset yang 
I 

d$iliki relatif sedikit, tidak heran jika urusan modal petani 
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akhimya dikaitkan dengan tengkulak atau rentenir dengan tingkat 

bunga yang tinggi. Persoalan modal untuk pembiayaan pertanian 

skala kecil menjadi komplek karena akses ke lembaga pembiayaan 

formal sulit dipenuhi petani. Seperti kelengkapan administrasi usaha 

yang sulit dipenuhi sehingga dinilai tidak layak oleh bank 

(unbankable). 

Fakta ini merupakan fenomena yang telah dan sedang teijadi 

dikalangan pelaku usaha mikro. Dan ini memberikan petunjuk 

kepada pemerintah daerah bahwa adanya kebutuhan model 

pembiayaan yang mampu memberi alternatif pembiayaan. 

Tantangan saat ini adalah lembaga keuangan bank atau non bank 

manakah yang relevan dan cepat serta tepat dengan sasaran 

pembiayaan. Tantangan tersebut, hal utama yang perlu dilakukan 

adalah pemberdayaan LKM lebih dulu, baik dalam bentuk bank 

maupun non bank. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan 

usaha mikro ini, pemberdayaan LKM menjadi fokus utama. 

Pemberdayaan LKM dimaksud adalah bagaimana pemerintah dalam 

kebijakannya dapat menghadirkan LKM-LKM baru dan meminta 

kepada Lembaga Keuangan Bank yang sudah ada dalam hal ini 

Bank Papua untuk membuka akses keuangan mikro di Kabupaten 

Y ahukimo. Dengan diberdayakannya LKM maka secara tidak 

langsung melalui layanan keuangan mikro yang disalurkan, usaha­

usaha mikro akan mengalami peningkatan dalam hal kemandirian 

beiusaha yang berujung pada peningkatan produktivitas. 

86 

43231.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Untuk menjawab persoalan LKM di Kabupaten Y ahukimo 

dan agar diperoleh pelayanan perbankan kepada masyarakat yang 

lebih berkualitas, maka pemerintah Kabupaten Y ahukimo perlu 

membuka diri untuk menghadirkan lembaga perbankan lainnya 

terutama yang memiliki akses sampai ke wilayah terpencil 

sekalipun. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu contoh 

LKM formal yang berbentuk bank umum, yang sangat 

berpengalaman dalam berhubungan dengan usaha kecil maupun 

mikro di seluruh Indonesia. BRI dinilaisebagai LKM yang sukses 

melayani pengusaha mikro, bahkan bisa dijadikan contoh dalam 

meningkatkan kesejahteraan maupun kemampuan aksesibilitas 

keuangan masyarakat terhadap perbankan. Saat ini jumlah pinjaman 

yang disalurkan BRI pada sektor mikro merupakan yang terbesar 

dibanding lembaga keuangan mikro lainnya. 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Kabupaten Y ahukimo 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan 

kabupaten di bidatig pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan asas 

otonomi khusus yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan 

pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan pe~turan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk me~yelenggarakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Kfu:npung mempunyai fungsi: 
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a. Perumusan dan penytapan teknis pelaksanaan di bidang pernerintah 

karnpung/kelui"ahan; 

b. Perurnusan dan penyiapan teknis pelaksanaan di bidang ketahanan dan sosial 

budaya rnasyarakat; 

c. Rurnusan dan penyiapan teknis pelaksanaan di bidang usaha ekonorni 

masyarakat teknologi tepat guna dan pernanfaatan surnber daya alam; 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan di bidang pernberdayaan rnasyarakat dan 

pemerintahan kampung/kelurahan; 

e. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan porgram pernberdayaan 

rnasyarakat dan pernerintahan kampung/kelurahan; 

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan pernberdayaan rnasyarakat · dan 

pernerintahan kampung/kelurahan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

1. Kepala Badan · 

Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat Kampung kabupaten Y ahukirno 

rnempunym tugas rnernirnpin, rnengendalikan, rnengawas1 dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan pernberdayaan rnasyarakat kampung 

dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten ( desentralisasi) hi dang 

cipta pemberdayaan rnasyarak.at kampung ym1g menjadi kewenangannya scrta 

tugas lain sesuai' dengan kebijak:sanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk rnelak:san~an tugasnya, Kepala Badan rnempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 
I 

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di pemberdayaan 

masyarakat kampung; 

c. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 

lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang 

tugasnya masing-masing; 

d. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, 

pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di 

lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja; 

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati sesum dengan bidang 

tugasnya; dan 

f. Pelaksanaah tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunJang 

teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian 

dalam bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, organisasi 

dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di 

lingkungan badan pemberdayaan masyarakat kampung kabupaten Y ahukimo. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Untuk melaksan~an tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi: 
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a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi 

penyusunan program ke:rja dengan seluruh bidang-bidang di badan 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung, penyusunan dan 

penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program; 

b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi 

pengelolaan administrasi keuangan; 

c. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi 

pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, 

hubungan masyarakat, rumah tangga dinas, perlengkapan serta peraturan 

perundang-undangan; 

d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

Sekretariat, membawahi: 

a. Sub Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Penusunan Program; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 

3. Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan smat 

menyurat, tata naskah dan kearsipan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah 

i I 
I 
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I 
I 
I 
I , 
I 
I 

tangga, inventarisasi aset di lingkungan satuan ketja, pengelolaan administrasi 

kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya. 

Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan surat yang masuk dan keluar, 

pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta 

penyusunan arsip; 

b. Menyiapkan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor; 

c. Menyiapkan dan mengatur operator telepon, faximile, perpustakaan, tamu serta 

pengemudi kendaraan dinas; 

d. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di 

lingkungan satuan keija mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran 

inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan; 

e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan dan 

perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan 

dinas termasuk dokumen dan perpanjangan stnk; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, 

kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji; 

g. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, 

pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian 

ijazah, peninjauan masa keija, pemberhentian sementara, pemberhentian dan 

pens1un; 

h. Melaksanakan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, 

askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan 

fungsional dan pemberian penghargaan; 
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1. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kineija pegawai; 

J. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi 

dan perpustakaan; 

k. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

sub bagian umum dan kepegawaian; dan 

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian penyusunan program mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan 

program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat kampung serta evaluasi 

dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program pembangunan. 

Rincian tugas Sub Bagian penyusunan program adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program bidang pemberdayaan 

masyarakat kampung; 

b. Mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bidang 

pemberdayaan masyarakat kampung; 

c. Menyusun data statistik bidang pemberdayaan masyarakat kampung; 

d. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan 

program bidang pemberdayaan masyarakat kampung; 

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana anggaran 

( dpa) lingkup badan pemberdayaan masyarakat kampung; 

f. Memantau ~an mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program bidang 

pemberdayaa.ll masyarakat kampung; 
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g. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan 

program bidang pemberdayaan masyarakat kampung; 

h. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kineija badan pemberdayaan 

masyarakat kampung; 

1. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan 

badan pemberdayaan masyarakat kampung; 

J. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan 

k. Melaksanaka.Ij tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bag~an Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi 

keuangan. 

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung; 

b. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup 

badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung; 

c. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan; 

d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, 

pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan; 

e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan 

perbendaharaan; 
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f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji 

pegawat; 

g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyaJian data 

keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan; 

h. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

1. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

sub bagian keuangan; dan 

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Bidang Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan mempunyat tugas melaksanakan sebagian tugas 

badan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati. Bidang Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawal1 dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan Kampung 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan 

kampung/kelurahan; 

b. Penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan kampung; 

c. Pembinaan dan surpevisi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan dan 

tertib administrasi kampung; 
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d. Perencanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan-pennasalahan yang 

berkembang pada pelaksanaan pemerintahan kampung dan tertib administrasi 

kampung guna mencari solusi pemecahannya; 

e. Perencanaan dan mengatur pelaksanaan peran dalam pemilihan kepala 

kampung mulai dari pengesahan calon hingga mengusulkan pemenangnya 

kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati; 

f. Pemfasilitasian pembentukan badan pennusyawaratan kampung; 

g. Pembinaan terhadap tata cara peyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

kampung dan memberikan juknis pelaporan pertanggungjawaban kepala 

kampung; 

h. Pembinaan terhadap pengelolan administrasi keuangan kampung dan 

melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan 

kampung; 

1. Pemberian pembagian tugas, memrmpm, memberi petunjuk dan 

pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan 

aparatur serta -sub bidang pengembangan kekayaan kampung; 

J. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah­

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

7. Bidang Penataan Dan Kerjasama Kampung: 

a. Seksi Penataan Kampung; 

b. Seksi Kerjasama Kampung 

c. Seksi Pengembangan Ekonomi 
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Masing-masing sub bidang pada Bidang penataan kampung dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Panataan dan keJ.jasama kampung. 

Sub Bidang Penataan Kampung dan kerjasama mempunym tugas 

melaksanakan persiapan perumusan pedoman fasilitasi Penataan Kampung 

kampung serta melaksanakan pembinaan terhadap aparat kampung. 

Rincian tugas Sub Bidang Penataan Kampung adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana program pembangunan sub bidang tata pemerintahan dan 

administrasi kampung; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis tentang penyelenggaraan 

tata pemerintahan dan tertib administrasi kampung; 

c. memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala kampung 

serta mengoreksi dan mengesahkan calon kepala kampung hasil pemilihan 

dengan keputusan bupati; 

d. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

sub bidang pemerintahan dan aparatur; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

8. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan 

Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan Kampung mempunyai tugas 

merumuskan dan melakukan pembinaan dalam rangka menggali dan 

mengembangkan potensi kekayaan kampung. 

Rincian tugas Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan Kampung adalah 

sebagai berikut: 
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a. Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang pengembangan 

potensi kampung; 

b. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 

c. Merencanakan dan meyusun petunjuk teknis tentang tata cara pembentukan 

badan permusyawaratan kampung (bpk), tata cara dan tata tertib pembentukan 

dewan perwakilan kampung ( dpk), pengembangan dan pelestarian adat istiadat 

serta lembaga adat, pembentukan dan penghapusan/penggabungan kampung 

dan kelurahan serta penetapan batas-batas kampung; 

d. Melaksanakan penyusunan program kampung dan kelurahan, pelaporan 

pertanggungjawaban kepala kampung dan kelurahan, penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja kampung serta pengelolaan administrasi keuangan 

kampung; 

e. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

sub bidang pengembangan kekayaan kampung; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

C. Pembahasan 

1. Evaluasi input perencanaan program respek pada Badan Pemberdayaan 

Masyrakat Kampung Kabupaten Yahukimo 

Program respek adalah merupakan program pemerintah Provinsi Papua. 

Adapun Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo hanya 

sebagai pelaksana program respek di tingkat Kabupaten Y ahukimo. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Papua pada tahun 2008 
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menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang diharmonisasikan ke dalarn 

PNPM Mandiri yang disebut PNPM RESPEK, dengan skerna Pernerintah Daerah 

Papua rnenyediakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar Rp 100 juta 

per desa untuk 3.923 desa di 388 kecarnatan, bersurnber dana Otonorni Khusus, 

sernentara Departernen Dalarn Negeri menyediakan lebih dari 1.000 tenaga 

pendarnping (fasilitator) rnelalui PNPM Mandiri. 

Untuk mengetahui tingkat pengenalan, pernaharnan, partisipasi serta 
' 

persepsi rnasyarakat Papua dan Papua Barat terhadap Program PNPM RESPEK, 

PNPM RESPEK bekeljasarna dengan BPS rnelakukan Survei Evaluasi PNPM 

RESPEK Tahun 2009 yang diintegrasikan rnelalui Survei Sosial Ekonorni 

Nasional (Susenas) Juli 2009. Survei Evaluasi PNPM RESPEK 2009 yang 

diintegrasikan dalam Susenas terdiri dari kornponen pengetahuan dan partisipasi 

rurnah tangga dalam PNPM RESPEK. 

Hasil wawancara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Karnpung 

Kabupaten Y ahukirno rnenyatakan bahwa : 

"Penggunaan dana Respek yang dilaksanakan o1eh masyarakat karnpung 
sesuasi program respek. Selain itu program yang direncanakan rnernang 
untuk rnengurangi tingkat kerniskinan masyarakat".(wawancara, Januari 
2017). 

Berdasarkan wawancara diatas PNPM RESPEK diharapkan dapat mencapai 

dua tujuan utarna yaitu rnernbangun infrastruktur yang dirnanfaatkan dengan 

efektif dan rnenguatkan kelernbagaan kampung. Upaya penguatan kelembagaan 

yang efektif urnumnya rnernbutuhkan cakupan skala yang relatif kecil dan dirnulai 

pada lokasi-lokasi yang sudah rnenunjukkan potensi pernberdayaan. Mernperkecil 

cakupan wilayah penerima dana PNPM RESPEK tidak dirnungkinkan di Papua 

karena komitmen daerah untuk tetap mernberikan dana otsus ke setiap kampung 
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dan upaya ini perlu didukung karena sering merupakan satu-satunya peluang bagi 

kampung untuk mempunyai dana pembangunan sendiri. Dalam kondisi cakupan 

skala yang besar dan dua tujuan besar yang ingin dicapai secara bersamaan, maka 

rekomendasi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama ditujukan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan menguatkan kelembagaan kampung. 

Bagian kedua mengusulkan peningkatan kemanfaatan infrastruktur melalui 

peningkatan aspek fungsional dari infrastruktur basah baik dari sisi desain dan sisi 

pelaksana teknis. Bagian ketiga adalah usulan untuk membentuk sistem 

operasional dan pemeliharaan in:frastruktur terbangun. 

Pembangunan Kampung dengan program Respek awalnya mendapat 

keraguan dari masyarakat, karena sebelumnya ada yang mengatasnamakan dan 

mengambil data lalu pergi dan kunjung balik, namun berbeda dengan kondisi 

yang ada saat ini, justru masyarakat bisa menerima dan memberikan dampak 

positif bagi kemajuan pembangunan kampung, khususnya di Distrik Ubalihi, 

Kabupaten Y ahukimo,. Provinsi Papua. 

Kemiskinan merupakan masalah yang multidemensi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti peDdapatan, kesehatan, pendidikan, 

dan juga lokasi geografis. Berbagai program pemerintah dalam penganggulangan 

kemiskinan telah banyak yang dilakukan seperti Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efisiensi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten 

Yahukimo Provinsi Papua tahun 2008 -2013. Variabel input terdiri atas: dana 

planning, dana training, dana transport, dana Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM). 
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Hasil wawancara Kepala Kampung dan Masyarakat Hereki Distrik Ubalihi 

menyatakan bahwa : 

"Saya kepala Kampung dan mewakili masyarakat Hereki distrik Ubalihi 
sangat senang sekaligus berterima kasih kepada Bapak Barnabas Suebu 
yang sudah buat program respek kami sudah rasakan hasilnya sekarang 
dan harapan saya orang kecil ini, bahwa RESPEK harus tetap ada untuk 
kami". (wawancara, Januari 2017). 

Hal ini sebagai diungkapkan juga oleh koordinator Pendamping Respek 

Tingkat Kabupaten Yahukimo, Reynold Wally, yang menirukan ungkapan dari 

Kepala Kampung Hereki, Y ohanis Kabak, dimana dijelaskan kedatangan para 

pendamping di kampung jangan hanya menipu dengan mengambil data di 

kampung kemudian mereka pergi dan tidak datang kembali untuk selamanya 

karena dulu ada yang seperti itu sampai sekarang tidak datang datang saja, namun 

hal ini justru menjadi postif dan masukan untuk bekeJ.ja lebih giat lagi bagi 

pendamping dalam mendukung pembangunan di kampung lewat program Respek. 

Respek sendiri merupakan Kebijakan strategis Mantan Gubemur Provinsi 

Papua, Barnabas Suebu, dimana sejak tahun 2007 yaitu dengan mengalokasikan 

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 100 juta rupiah per masing-

masing Kampung/Kelurahan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar 100 

juta rupiah per masing-masing Distrik melalui suatu pendekatan pembangunan 

yang dikenal dengan nama "Rencana Strategi Pembangunan Kampung" atau 

~ disingkat RESPEK guna membangkitkan Gerakan Masyarakat Untuk_ 

Pembangunan Kampung (GMPK). 

Hasil wawancara Koordinator Pendamping Respek Kabupaten Y ahukimo, 

Reynold Wally menyatakan bahwa: 
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"Sebagai koordinator pendamping saya langsung turung Kampung untuk 
mensosialisakan program Respek yang akan diturunkan pada setiap 
kampung yang dianggap berada pada tingkat kemiskinannya masih 
tinggi". (wawancara, Januari 2017). 

Hasil wawancara sebagai koordinator program respek pada saat turun 

kampung menjelakan bahwa di sela sela kunjungan lapangan guna melihat secara 

langsung hasil hasil kegiatan tahun 2011 yang di keljakan masyarakat di Distrik 

Ubalihi, dimana Pada bulan Oktober tahun 2011 kami melakukan musyawarah 

distrik dan pada saat itu pendamping distrik menjelaskan tentang Alokasi dana 

PNPM MANDIRI dan RESPEK , khusus untuk BLM PNPM MANDIRl 

PEDESAAN di Distrik Ubalihi mendapat alokasi dan Rp. 600 juta dengan 

alokasi untuk 1 0 kampung yang ada , sehingga di adakanlah perengkingan tingkat 

distrik berdasarkan kemajuan dan hasil kelja masing masing kampung pada tahun 

2010 dan 3 tiga kampunglah yang mendapatkannya yaitu Kampung Hereki, 

Kampung W anam dan Kampung Membaham. 

Hasil wawancara Sub Bagian Penyusunan Program Kabupaten Y ahukimo, 

menyatakan bahwa : 

"Program respek yang dilaksanakan distrik Ubalihi dari hasil evaluasi 
input perencanaan program respek dan 10 kampung lainnya sebenarnya 
sudah menikmati program respek tersebut". (wawancara, Januari 2017). 

Hasil wawancara diatas terungkap bahwa sub bagian penyusunan program 

dari hasil evaluasi input program respek sudah dinikmati oleh kampung yang 

mendapatkan respek, dan hal ini juga dibenarkan oleh Ketua TPKD Distrik 

Ubalihi, Gad Suhuniap yang mengaku bahwa pihaknya bangga pada 3 kampung 

ini, karena mereka mengusulkan kegiatan yang sebenarnya akan di nikmati oleh 

masyarakat di 1 0 kampung ini, bahkan beberapa distrik di sekitar Distrik Ubalihi. 
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Gad Suhuniap mencontohkan Kampung Hereki dan W anam, dimana masyarakat 

di dua kampung mengusulkan pembangunanjalan Tebing dan Jembatan Gantung. 

Masyarakat Ubalihi rata rata tinggal di puncak gunung dan selama ini kami 

sangat kesulitan karena kondisi wilayah kami yang sangat ekstrim.kami hanya 

menggunakan jembatan kayu bua dan mengandalkan tali rotan untuk 

penyebrangan dan melewati jalan yang curam ini sudah kami masyarakat ubalihi 

alami bertahun tahun dan menjadi pergumulan kami selama ini," ungkap Gad, 

sekaligus menambahkan bahwa jembatan tersebut telah di keijakan dengan 

menggunakan dana PNPM MANDIRl T.A 2011. 

Lain halnya dengan basil wawancara pada kesempatan yang sama 

pendamping Distrik Ubalihi, Frengky dan Y ansen bergantian memberikan 

penjelasan menyatakan bahwa : 

"Menyangkut program PNPM MANDIRl RESPEK di Distrik Ubalihi, 
yang mana dijelaskan bahwa untuk program Tahun 2011 PNPM Mandiri 
Pedesaan yang bersumber dari APBN PUSAT masyarakat di tiga kampung 
merencanakan pembangunan Jalan tangga Tebing Coran , Jembatan 
gantung dan Peningkatan Kapasitas bagi 50 Orang". (wawancara, Januari 
2017). 

Hasil wawancara diatas menunjutkan bahwa, khusus untuk kampung Hereki 

masyarakat telah mengerjakan pembangunan jembatan Gantung yang terletak di 

badan sungai Ubahak dengan panjang jembatan 27 Meter dengan Iebar jembatan 

1,5 Meter total anggaran sebesar Rp.200.000.000,- di keijakan dalam waktu 45 

Hari keija, yang mana semua anggaran tersebut sudah mencakup keseluruan 

kebutuhan seperti Alat, Bahan, Transportasi dan Upah pekeija bagi para 

masyarakat yang bekeija. Selain itu, juga Y ansen menambahkan bahwa kesulitan 

utama masyarakat di Distrik Ubalihi adalah transportasi, karena untuk 

mendatangkan barang barang ke distrik dan kampung TPKD dan TPKK harus 
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mencarter pesawat dan harga carteran pesawat sangat mahal , dalam hal ini, satu 

kali terbang untuk pesawat AMMA Pilatus dengan kapasitas 900 KG TPKK dan 

TPKD mengeluarkan dana transportasi Rp. 18 juta - 20 juta. "Ini benar benar gila, 

belum lagi mereka harus membayar porter (Pemikul barang) kami hanya 

mendampingi dan mengarahkan sambil terus mengajak TPKD dan TPKK agar 

dalam bekerja selalu utamakan kebutuhan umum masyarakat karena ini sudah 

resiko dari pekerjaan ini. 

Sejak tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menggulirkan program 

Rencana Strategis Pembangunan kampung (Respek). Program tersebut digunakan 

untuk mengentaskan kemiskinan. Lewat program ini, setiap kampung di wilayah 

Papua mendapatkan bantuan dana sebesara RP 100 juta yang dapat dibangun 

untuk·membangun infrastruktur dan kegiatan perekonomian kampung. Salah satu 

kelompok masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya program tersebut 

adalah masyarakat Adat Kabupaten Y ahukimo, Provinsi Papua. Dana terse but 

digunakan untuk berbagai perbaikan kampung dan menggerakkan perekonomian 

mikro. 

Wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten 

Y ahukimo menyatakan bahwa : 

"Sebagai ketua lembaga adat pihaknya mendukung program tersebut. 
Secara kontekstual, program tersebut dari hasil evaluasi program respek 
merupakan penjabaran dari empat strategi dasar dalam konsepsi "Papua 
Bam" yang dicanangkan oleh Gubemur Papua sebelumnya, Barnabas 
Suebu". (wawancara, Februari2017). 

Ketau lembaga adat berpandangan bahwa, konsep Papua Bam tersebut yakni 

: pembinaan aparatur dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, penciptaan 

kesejahteraan serta perasaan aman dan damai. Program Respek tersebut 
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memberikan perubahan dan manfaat langsung kepada masyarakat yang berada di 

kampung-kampung di hampir seluruh wilayah Tanah Papua. namun harus diakui, 

program Respek tersebut tentunya bukan beJ.jalan tanpa hambatan dari hasil 

evaluasi input perencanaan program respek tersebut. 

Lain halnya dengan wawancara dengan Kepala Suku Besar menyatakan 

bahwa: 

· "Sebagai kepala suku dalam mengevaluasi input program respek menilai 
bahwa, program Respek ini belum mendorong kemajuan kampung. Hal ini 
ditandai oleh masih banyaknya infrastruktur yang mencakup pengeJ.jaan 
jalan dan jembatan di daerah-daerah terisolasi". (wawancara, Februari 
2017). 

Hasil wawancara menunjutkan bahwa, program respek ini terbilang masih 

program baru oleh sebab itu, program tersebut tentunya butuh perbaikan-

perbaikan demi kesejahteraan masyarakat Papua dimasa yang akan datang. Meski 

demikian, adanya program ini disambut baik oleh masyarakat Papua. 

Hasil wawancara dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa input 

perencanaan program respek yang diprogram pemerintah propinsi maupun 

Kabupaten Yahukimo sangat menunjang kesejahteraan masyarakat kampung di 

Kabupaten Y ahukimo. Meskipun terdapat daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan 

program respek ada kampung merasakan daerahnya seolah terisolasi dengan 

adanya program respek di kampung tertentu. Terisolasi maksudnya adalah adanya 

penyendirian pengasingan pemisahan pemencilan tersekat, tersaku, terpisah, 

terpencil, dan terasing dari satu kampung ke kampung lain. 
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2. Evaluasi proses perencanaan program respek pada Badan 

Pemberdayaan Masyrakat Kampung Kabupaten Yahukimo 

Program ini memfasilitasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan 

di tingkat masyarakat yang berujung pada pemanfaatan bantuan langsung 

masyarakat (BLM) untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diprioritaskan 

oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Papua 

dan Papua Barat pada tahun 2008 menjalankan program pemberdayaan 

masyarakat yang diharmonisasikan ke dalam Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM) yang disebut PNPM RESPEK, dengan skema 

Pemerintah Daerah Papua menyediakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) 

sebesar Rp 100 juta per desa untuk 3.923 desa di 388 kecamatan, bersumber dana 

Otonomi Khusus, sementara Departemen Dalam Negeri menyediakan lebih dari 

1.000 tenaga pendamping (fasilitator) melalui Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. 

Banyak faktor yang melatarbelakangi adanya Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Rencana Strategis Pembangunan 

Kampung (RESPEK) di Papua dan Papua Barat, di antaranya kondisi geografis 

wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah pegunungan 

yang kaya akan sumber daya alamnya namun mempunyai keterbatasan fasilitas 

infrastruktur, sumber daya manusia yang terbatas, serta hasil Kajian Sintese 

Kapasitas Pembangunan Papua yang menunjukkan bahwa: 

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua terutama yang berada di kampung­

kampung tidak memperlihatkan perubahan yang berarti, selama kurang lebih 
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50 tahun pembangunan di daerah ini, termasuk dalam lima tahun pelaksanaan 

Otsus. 

2. Lebih dari 40% keluarga di wilayah Papua masih hidup di bawah garis 

kemiskinan 

3. Sepertiga anak -anak Papua tidak sekolah 

4. Mayoritas desa belum memiliki pusat kesehatan, dokter ataupun bidan 

5. Tingkat kematian ibu dan bayi di Papua lebih tinggi dari pada rata-rata 

tingkat kematian ibu dan bayi skala nasional 

6. Papua merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat infeksi HIV/AIDS di 

Indonesia. 

Salah satu upaya pemerintah daerah Papua dan Papua Barat untuk 

mengatasi keadaan ini adalah dengan menjalankan sebuah Program 

Pemberdayaan Masyarakat, yaitu RESPEK. Program RESPEK (Rencana 

Strategis Pembangunan Kampung) diluncurkan oleh Gubemur terpilih 

pertama Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2007 dengan tujuan 

mendorong pembangunan kampung dalam peningkatan bidang: 

1. Makanan dan nutrisi; 

2. Pendidikan dasar; 

3. Kesehatan; 

4. Pengembangan ekonomi lokal;dan 

5. Sarana-prasarana desa termasuk transportasi, air bersih, listrik, 

telekomunikasi dan perumahan. 

Dalam program RESPEK ini, masyarakat berkesempatan untuk 

berpartisipasi aktif dalam menentukan kebutuhan dan desain kegiatan 
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pembangunan di wilayah mereka dengan didampingi fasilitator. Untuk 

mengetahui tingkat pengenalan, pemahaman, partisipasi serta persepsi masyarakat 

Papua dan Papua Barat terhadap Program PNPM RESPEK, PNPM RESPEK 

bekerjasama dengan BPS melakukan Survei Evaluasi PNPM RESPEK Tahun 

2009 yang diintegrasikan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Juli 

2009. Survei Evaluasi PNPM RESPEK 2009 yang diintegrasikan dalam Susenas 

terdiri dari komponen pengetahuan dan partisipasi rumah tangga dalam PNPM 

RESPEK. 

Hasil wawancara Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Kabupaten Y ahukimo menyatakan bahwa : 

"Proses perencanaan program sudah sesuai dengan input perencanaan 
program yang telah disusun sebelumnya. Dana Respek memang dipakai 
sesuai dengan input perencanaan sebelumnya".(wawancara, Mei 2017) 

Hasil wawancara menunjutkan bahwa, PNPM Respek di Kabupaten 

Y ahukimo dapat berjalan seperti yang diharapkan program respek, meskipun 

dalam pelaksanaan respek di kampung-kampung terkadang belum mampu 

menggali dana swadaya masyarakat dan menggulirkan dana untuk mendorong 

perekonomian atau usaha masyarakat. Program respek kampung lebih banyak 

ditujukan untuk mengentaskan keterbelakangan masyarakat dalam rangka 

menanggulangi kemiskinan, karena seluruh dana program respek diperuntukkan 

hagi pemhangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas mac;;yarakat. program 

respek kampung yang dilak'llkan di Kabupnten Y ahukimo terdiri atas: PNPM 

Respek (2008-2010) dan PNPM Mandiri kampung (2011-2013). 

PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan di tingkat distrik di wilayah 

Kabupaten Yahukimo dari tahun 2008-2013 sebagian besar dilaksanakan kurang 
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efisien. Tiga distrik yang dipandang cukup baik dalam melaksanaan PNPM 

Mandiri Perdesaan adalah: Distrik Sobaham, Distrik Ninia dan Distrik Nipsan. 

PNPM RESPEK, adalah bagian dari program kerjasama antara pemerintah 

daerah (RESPEK/Rencana Strategis Pembangunan Kampung yang bersumber dari 

dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat), yang dimulai tahun 2008. 

Pemerintah pusat (PNPM) memberikan asistensi untuk pemberdayaan 

masyarakat, sementara dana pemerintah daerah (propinsi) berupa pemberian dana 

untuk setiap kampung sebesar Rp. 100 juta. Dibawah ini nampak partisipasi dan 

antusias masyarakat dalam penggunaan dana respek dalam uapaya mengatasi 

kemiskinan dengan pemberdayaan masyarkat dan memanfaatkan hasil bumi di 

Kabupaten Y ahukimo. 

Seperti halnya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM RESPEK menggunakan 

pendekatan "pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (Community 

Driven Development)" yang menekankan partisipasi komunitas dalam 

pengelolaan program. Program ini menggunakan mekanisme perencanaan 

bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat (partisipasi) dan juga menekankan 

aspek transparansi dan akuntabilitas. Training dan asistansi diberikan oleh 

fasilitator untuk membangun kapasitas kelembagaan lokal. 

Wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

kabupaten Y ahukimo mengatakan bahwa PNPM RESPEK merupakan bagian dari 

monitoring program yang terdapat 2 (dua) hal yang menjadi fokus: 

''pertama, menangkap dan menilai pengalaman penerima manfaat dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan PNPM RESPEK (pengetahuan tentang 
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program, keterlibatan dalam program dan dampak) dan kedua, menangkap 
serta menganalisa tantangan sosio-politik dan budaya dalam konteks 
pelaksanaan program". (wawancara, Februari 2017). 

Hasil wawancara diatas diharapkan dapat memberikan perhatian khusus 

pada penelaahan struktur kepemerintahan di tingkat komunitas, mekanisme 

pelaksanaan program dan model partisipatif dengan memperhatikan aspek gender, 

dan dinamika sosial-politik dan budaya masyarakat yang mempengaruhi 

pelaksanaan PNPM RESPEK. 

Dengan menggunakan pendekatan "beneficiary assessment" 

(mengukurlmenilai program berdasarkan penilaian penerima manfaat/komunitas 

dan metode etnografi, secara garis besar bertujuan untuk: (1) Menangkap 

pengalaman (beragam) penerima manfaat PNPM RESPEK dalam melaksanakan 

program di lokasi mereka sekaligus berbagai tantangan budaya, social dan politik 

yang berpengaruh terhadap dampak, pelaksanaan dan praktek partisipatif 

program, (2) Memahami interaksi antara isu-isu pada konteks local dan model 

pelaksanaan PNPM I RESPEK, sehingga temuan dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan untuk perencanaan program dan fasilitasi di masa 

yang akan datang yang lebih sesuai dengan konteks lokal, (3). Dan lebih luas lagi, 

penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan berbagai pengalaman yang 

mewakili keragaman latar sosial-politik dan budaya yang tidak terbatas pada 

program PNPM RESPEK, juga dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan secara umum. 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo, 

menekankan paqa pembangunan berbasis kampung (Respek). Dalam program ini 
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pemerintah kabupaten Y ahukimo menekankan pada tiga isu penting dalam. 

pembangunan, yaitu keberpihakan, pemberdayaan dan kemandirian. 

Keberpihakan direncanakan karena orang asli Papua tidak menang bersaing secara 

terbuka dengan . orang non Papua (pendatang), karena kualitas sumber daya 

manusia orang asli Papua yang masih rendah. Keberpihakan ini ditandai dengan 

dana Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) senilai 1 00 juta ke 

setiap kampung. Penggunaan uang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan 

persyaratan yaitu harus ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sebagai 

tanggungjawab penggunaan dana tersebut. 

Respek memang memiliki orientasi untuk memberdayakan masyarakat 

Papua yang tinggal di kampung, namun pelaksanaan belum menyentuh aspek 

pemberdayaan yang menjadi tujuan utama program tersebut. Hal ini disebabkan 

oleh (1) Sebagian dana Respek telah dicairkan pemerintah provinsi ke seluruh 

kampung, namun sampai saat ini masyarakat kampung belum memiliki rencana 

pembangunan dari pengalokasian dana Respek tersebut. (2) Respek diharapkan 

dapat mendorong masyarakat dalam membangun perekonomiannya, namun 

kecenderungan dana Respek hanya untuk dibagi-bagi saja. Di sisi lain dari 

Laporan dana Respek hanya menghambur-hamburkan uang. Hal ini terdapat enam 

program pokok dalam program respek yaitu gizi dan makanan, kesehatan, 

pendidikan, ekonomi, infnistruktur dan pemerintahan kampung. Namun tidak 

mengetinya masyarakat dan belum adanya pendampingan dalam perencanaan dan 

pengunaan dana tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat adalah membagi-

bagi dana itu. Hal ini dikarenakan oleh; pertama, masyarakat kampung belum 

mampu untuk merencanakan penggunaan dana respek tersebut. Kedua, fasilitator 
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tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di 

Papua. Ketiga, pendampingan sangat urgen dalam membantu masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan Respek belum memadai. Hal ini mengakibatkan 

Respek belum jalan optimal, padahal dalam tataran konsep sudah sangat baik, 

namun dalam tataran implementasi bermasalah. 

Respek merupakan salah satu program yang dicanangkan pada tahun 

(2006-2011). Kendatipun diklaim sebagai sebuah strategi pemberdayaan 

masyarakat, Respek masih bertumpu pada inisiatif pemerintah. Karena itu, hila 

Respek tidak dipahami dan dilaksanakan dengan baik, Respek berpotensial 

menciptakan, empat bentuk akibat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten 

Y ahukimo yaitu : 

Pertama, sikap ketergantungan. Sumber pembiayaan utama Respek 

adalah dana transfer pemerintah Provinsi Papua ke rekening masyarakat di 

kampung-kampung. Dana sebesar Rp 100 juta per kampung itu dialokasikan 

setiap tahun. Juga, berkerja sama dengan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM)-Mandiri, dana APBN pun ditambahkan ke dalam Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM). Dana yang diberikan bisa mencapai Rp 200-300 

juta per kampung. Dengan dana PNPM Respek-Mandiri, fasilitas kampung cepat 

direalisasikan secara murah. Namum, tanpa sadar cara ini menggiring masyarakat 

ke dalam situasi ketergantungan pada bantuan (dana) pemerintah. 

Akhinya tercipta suatu kebiasaan masyarakat bahwa tanpa kerja keras 

pun, mereka tetap mendapatkan uang dari pemerintah. Kebiasaan bekerja keras 

akan makin puriah oleh budaya harap gampang. Masyarakat kampung menjadi 

penerima hadiah atau gula-gula manis dari pemerintah. Masyarakat kampung akan 
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memperoleh bantuan pembangunan sampai "dunia kiamat". Selain itu, masyarakat 

meragukan ungkapan ini, mereka mengatakan ungkapan itu hanyalah sebatas di 

mulut atau bahasa politis. Bisa diteljemahkan oleh mereka sebagai bantuan itu 

akan diberikan selamanya. Dalam jangka panjang, Respek hanya akan berujung 

pada situasi ketidakberdayaan dan melulu bergantung pada belas kasihan 

pemerintah. 

Kedua, pemaksaan kelja. Penyaluran dana Respek terhadap masyarakat 

bukan diberikan secara gratis. Masyarakat diharuskan untuk bekelj a sesuai dengan 

tuntutan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi keluarga atau kampung yang 

mau menerima dana Respek diharuskan untuk bekelja. Program Respek seperti ini 

sering tidak kena konteks, karena tidak sesuai dengan pola kelja orang setempat. 

Kalau tidak sesuai dengan konteks maka hasilnya pun tidak maksimal, misalnya 

kolam. Apakah dalam kolam itu ada ikan atau tidak, bagi pemerintah itu tidak 

menjadi persoalan yang penting secara fisik kolam itu ada. 

Ketiga, Penyalagunaan Uang. Walaupun Respek bertujuan untuk 

menyejahterahkan rakyat, tetapi dana yang diberikan digunakan untuk minuman 

keras (Miras ), main judi dan lainnya. Dengan Respek secara umum boleh 

dikatakan menimbulkan banyak persoalan baru dalam hidup masyarakat. Dalam 

pengelolahan Respek saja tidak maksimal dilaksanakan masyarakat. Uang Respek 

kebanyakan digunakan untuk membayar maskawin dan meyelesaikan masalah­

masalah. Sebab teljadi demikian, karena tidak ada control yang intensif dari pihak 

yang berwenang. Karena itu, masyarakat tidak megelola uang itu dengan baik 

pula. Masyarakat gunakan tidak sesuai dengan visi Respek yang dicanangk:an. 

Mungkin sebemimya tujuan dari Respek sangat bagus di atas kertas, namun 
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kenyataannya tidak sejalan. Tetapi pemerintah mengharuskan untuk membuat 

laporan, sesuai dengan pengelolahan uang di lapangan. 

Keempat, Kadang masyarakat membuat laporan yang sebenarnya tidak 

benar. Ini berarti masyarakat menipu pemerintah dan pemerintah menipu rakyat. 

Kalau realitas demikian adanya, maka boleh dikatakan dan memang realitas 

menunjukkan baliwa masyarakat sangat belum siap menerima perubahan yang 

terjadi. Di satu sisi, menjadi sumber pembiayaan untuk meningkatkan konflik. 

Dana yang disalurkan pemerintah kabupaten yahukimo ke kampung-kampung, di 

satu taraf hidup masyarakat, tapi di sisi lain, potensial melecut konflik dalam 

masyarakat dan benturan-benturan kewenangan pada tingkatan-tingkatan 

pemerintahan. Ini dapat terjadi ketika penyalurannya dirasakan tidak adil kepada 

masyarakat. Potensi ketidakadilan program Respek memang telah diantisipasi 

melalui mekanisme musyawarah di tingkat kampung. Kerapkali juga mekanisme 

ini dimanipulasi oleh para elite kampung, baik dalam pemerintahan formal 

maupun adat. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman, informasi 

yang tidak utuh. Bila hal ini tidak diatasi, bukan tidak mungkin dana Respek bisa 

menciptakan konflik atau memperlebar konflik yang mungkin telah ada. 

Kelima, politik. Sepintas program Respek tampak sebagai program 

pembangunan biasa, tapi bila diteliti maka merupakan bagian dari politik 

pemerintah mengatasi gejolak politik di Tanah Papua 

Status otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua melalui Undang­

Undang No. 21 Tahun 2001 berorientasi politik "pembungkaman" aspirasi Papua 

merdeka. Hal ini diberlakukan untuk menghindarkan masyarakat Papua dari 

membicarakan hal-hal substansial dan multidimensional yang melilit mereka. 
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Kendatipun banyak hal yang berusaha didekati Undang-Undang No. 21 Tahun 

2001, seperti isu identitas, sejarah, sosial-budaya, ekonomi, politik dan hak asasi 

manusia, temyata lebih ditonjolkan pendekatan moneter: triliunan rupiah 

dikucurkan ke Papua. Program Respek bisa menjadi instrumen untuk meraih 

dukungan masyarakat guna mempertahankan kekuasaan. Pengucuran dana ke 

kampung-kampung tampak pro-rakyat, namun menjadi investasi politik yang 

besar. Karena itu, otoritas kekuasan yang sedang beijalan harus dipertahankan 

demi tetap jalannya aliran dana. 

Dari basil wawancawa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, 

program respek yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Kabupaten Yahukimo pada prinsipnya disambut baik oleh masyarakat di 

kampung-kampung, Hanya yang menjadi masalah adalah terkadang ada 

masyarakat kampung-kampung menyalahgunakan program respek ini yang 

ditandai dengan adanya masyarak penerima dana respek justru bermalas-malasan 

dalam melaksanakan aktifitasnya, disebakan karena adanya program respek. Hal 

inilah yang teijadi baik masyarakat distrik maupun di kampung. 

3. Evaluasi output perencanaan program respek pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo 

Dampak program respek yang dirasakan masyarakat kampung di 

Ka:bupaten Y ahukimo pada tahun 2008. Program Respek baru dilaksanakan akhir 

2007 setelah turun bertemu dengan masyarakat kampung di 34 titik 

menyampaikan bahwa akan mengucurkan dana sebesar Rp 100 juta ke setiap 

kampung untuk mendorong percepatan pembangunan kampung. 
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Setelah itu, dana tidak langsung digulirkan. Sekitar empat bulan, tim 

mempersiapkan infrastrukturnya. Seperti menyiapkan pendamping kabupaten dan 

distrik, membuka jaringan Bank Papua ke kampung-kampung untuk menyalurkan 

dana. Karena Bank Papua yang dipercaya pemerintah untuk salurkan dana 

Respek. Selain itu, dilakukan juga koordinasi antarinstansi teknis tingkat provinsi 

dan kabupatenlkota serta memberikan pembekalan bagi para kepala kampung dan 

lainnya. 

Wawancara Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Kabupaten Y ahukimo mengatakan bahwa : 

"Sebetulnya masa persiapan ini yang membuat dana Respek tahap pertama 
tahun 2007 tidak terdistrusi secara merata pada saat yang sama ke semua 
kampung. Sehingga ada sebagian kampung yang barn menerima dana 
Respek pada awal tahun 2008". (wawancara, Februari 2017) 

Wawancara dengan Kepala Sub bagian Penyusunan program mengatakan bahwa : 

"Sebelum turun kampung lebih awal hams diberikan buku panduan respek 
pada setiap wilayah yang mendapatkan dana respek, namu buku panduan 
ini yang akan diberikan terkadang mengalami keterlambatan yang 
menyebabkan pendamping, kepala kampung, atau lembaga swadaya 
masyarakat" (wawancara, Februari 2017) 

Hasil wawancara terungkap bahwa masyarakat selama Turun kampung 

para pendamping, kepala kampung, kepala distrik, kelompok perempuan, lembaga 

swadaya masyarakat di setiap wilayah akan diberikan buku panduan Respek. 

Namun terkadang buku panduan program respek belum tiba di kampung-

kampung. Sebagian yang sudah dikirim dari Provinsi tersimpan di Kantor Bupati 

dan Distrik. Sebagian besar aparat kampung dan distrik belum memahami 

prosedur pengelolaan dana Respek. Terjadi tumpang-tindih penggunaan dana 
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dalam mengelola dana Respek, sehingga buku panduan program respek sangat 

diperlukan masyarakat. 

Ada program-program pembangunan yang tidak terkait dengan Respek 

tapi dilaksanakan dengan dana Respek. Seperti pembangunan jalan, jembatan, 

rumah warga. Batasan program yang bisa menggunakan dana Respek juga kurang 

jelas. Seharusnya, dana Respek digunakan untuk kegiatan ekonoml produktif yang 

mendorong perubahan dan peningkatan pendapatan masyarakat kampung. 

Temyata, dana Respek tahap pertama lebih banyak dihabiskan untuk 

membiayai in:frastruktur. Kalau begini, kemana dana in:frastruktur yang dikelola 

pemerintah provinsi dan kabupaten? Kebutuhan mana yang prioritas di setiap 

kampung juga berbeda. Ada yang bilang jalan, jembatan, perumahan dan 

pendidikan. 

Ada pemahaman di sebagian masyarakat bahwa, dana Respek itu 

diberikan dari dana otonomi khusus, sehingga dibagikan saja kepada setiap orang 

Papua secara cuma-cuma. Mungkin ini juga yang menyebabkan sebagian 

kampung yang terima dana Respek pada Desember 2007 dibagikan saja ke setiap 

keluarga untuk keperluan perayaan natal dan tahun baru. 

Para kepala kampung minta dana operasional dalam menunjang 

kelancaran pelaksanaan Respek. Sebagian kepala kampung memangkas dana 

Respek sebesar Rp 10 juta untuk biaya operasional aparat kampung. Selama 

sosialisasi pemberian Rp 100 juta ke kampung-kampung, para kepala kampung 

yang lebih menjadi tertuduh akan melakukan korupsi. Menimbulkan rasa 

ketakutan dalam mengelola dana. Hal itu, menimbulkan pendapat bahwa dana 
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sebaiknya dikembalikan saja ke pemerintah daripada "kita salah kelola dituduh 

korupsi dan masuk penjara". 

Dampak lainnya bahwa, tidak semua wilayah memiliki pendamping. Itu 

membuat seorang pendamping harus beijalan melayani masyarakat yang bukan 

menjadi wilayah pelayanannya. Sarana dan prasarana penunjang bagi pendamping 

juga tidak tersedia. Hal ini membuat para pendamping menggunakan biaya sendiri 

untuk mengurus berbagai keperluan yang terkait dengan pendampingan. Mereka 

minta sarana komunikasi agar mempermudah pelaporan. Permintaan ini dari 

pendamping di distrik kabupaten Yahukimo. 

Dana Rp 1 00 juta menimbulkan semangat masyarakat kampung untuk 

membangun kampung. Uang ini juga membuat sebagian orang yang telah lama 

merantau ke kota ·untuk pulang membangun kampung asalnya. Setiap saat di 

kampung-kampung ada dinamika seperti rapat-rapat untuk membicarakan rencana 

pem:bangunan kampung. Masyarakat kampung juga mulai terlihat menjadi pekeija 

dan pimpinan proyek pembangunan di kampung, mobilitas penduduk dari 

kampung ke kota untuk membelanjakan kebutuhan pembangunan kampung juga 

meningkat. Kondisi yang sebelumnya tidak pemah teijadi dalam sejarah 

kehidupan masyarakat kampung. 

Tak satupun aparat kampung yang melaporkan penggunaan dana secara 

utuh dan terperinci. Mereka hanya menjawab sudah terima dana kemudian sudah 

digunakan akan. tetapi mereka bingung menguraikannya. Penjelasannya hanya 

seputar sudah bagi untuk pendidikan, sekian, kesehatan sekian, jalan sekian 

dengan nada ragu. Selain itu, dampak dari Turkam ini juga membuat para bupati 
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bersama instansinya bekeija maraton membangun jalan-jalan penghubung yang 

akan dilewati. Pemerintah setempat membangun jalan bagus, Iebar dan tidak 

berliku-liku atau berlubang. 

Kondisi jalan sangat buruk, para pengendara kendaraan roda empat dan 

dua kerap mengelauh melintasi jalan-jalan itu, tapi saat ada rencana gubemur dan 

wagub mau Turkam, jalan pun disulap jadi mulus. Bukan hanya jalan saja yang 

bagus, tapi jembatan dan gorong-gorong juga bagus. Rupanya, kepala wilayah 

setingkat presiden, wakil presiden dan gubemur hams lebih sering datang ke 

daerah-daerah terpencil, akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Di 

Y ahukimo, seorang kepala kampung minta dana Respek Rp 100 juta tidak cukup 

untuk membangun kampung yang sangat terpencil, karena itu ia minta gubemur 

memberikan dana ke setiap kampung sebesar satu miliyar rupiah. 

Beberapa kondisi tersebut di atas pertanda masih banyak yang harus 

dibenahi pada Respek tahap kedua pada 2008 ini. W aktu pelaksanaan program 

Respek tahap pertama yang relatif singkat dengan banyak kelemahan itu tidak 

mungkin untuk dievaluasi atau menilai keberhasilan. Kalau evaluasi proses dan 

tahapan pelaksanaan itu mungkin, tapi untuk mengukur keberhasilan apakah 

kondisi kehidupan masyarakat sudah mencapai taraf yang maksimal itu tidak 

mungkin. Masih membutuhkan waktu 25 sampai 50 tahun kedepan untuk 

mengukur apa yang dilakukan saat ini~ 
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Wawancara dengan Kepala bidang pemerintahan mengatakan bahwa : 

"sebagai kepala bidang pemerintahan program respek yang dilaksanakan 
di Kabupaten Y ahukimo pada dasarnya kita harus memulai dengan 
meletakkan pondasi pembangunan". ( wawancara, F ebruari 20 17) 

Hasil wawancara terungkap bahwa, apa yang kita kerjakan saat ini adalah 

pondasi pembangunan yang sedang kita letakkan. Pembangunan kampung lewat 

Rp 1 00 juta adalah program yang akan terns dilaksanakan sampai hari kiamat. 

Karena itu, siapapun dia yang menjadi bupati maupun gubernur Papua, dia tetap 

melaksanakan pondasi dasar yang kita sudah letakkan ini mulai tahun 2007 . 

Karena itu, untuk bisa mempercepat kemajuan pembangunan di kampung 

yang harus dilakukan adalah memperbanyak pemekaran distrik, bukan pemekaran 

kabupaten. Pemerintah merasa bahwa ada yang salah selama ini, yang harus 

diperbaiki. Sistem proyek membuat rakyat jadi penonton pembangunan. Negara 

lain bisa maju karena pembangunan dimulai dari manusia. Dana Rp 100 juta ini 

yang disebut pembangunan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. 

Hasil wawancara dan pembahasan diatas menunjutkan bahwa program 

respek yang dilaksanakan di kabupaten Y ahukimo bel urn dapat dikatakan 

berhasil diakibatkan pemahaman masyarkat kampung belum siap menerima dana 

respek dengan mennc1 program yang harus dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarkat kampung. Hal 

ini terjadi karena sumber daya manusia masyarakat kampung rata-rata tergolong 

rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar papua secara umum. 

Hasil wawancara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Kabupaten Y ahukimo menyatakan bahwa : 
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"Input proses dan utput perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan 
yang diharapkan. Termasuk penggunaan dana Respek sudah dipakai sesuai 
dengan peruntukannya dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan" 
(wawancara, Januari 2017) 

Hasil wawancara diatas menujutkan bahwa, penggunaan dana program 

respek dipergunakan sesuai dengan peruntukannya termasuk pemberdayaan 

masyarakat dengan mengajak bekerjsama/gotong royong dalam melaksanakan 

perbaikan fasilitas jalan dengan memakai dana respek yang pada akhirnya 

transfortasi dari kampung ke kampung lainnya dapat dilewati dengan darat dan 

bahkan dari distrik ke distrik lainnya lebih cepat bagi masyarakat melakukan 

perdagangan dapat dilihat aktivitas masyarakat dengan kegiatan berikut : 

Gambar4.11 
Aktivitas masyarakat di Pasar Tradisional yang merupakan basil 

(output) program respek 

program respek berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 

Karena dapat dirasakan lansung mafaatnya bagi masyarakat, sehingga secara 

lansung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kampung. Hal inilah yang 

menjadi dampak bagi masyarakat dalam pelaksanaan program respek di 

kampung-kampung di kabupaten Yahukimo. 
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A. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Perencanaan 

Program Respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam 

Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Y ahukimo, yang telah dilaksanakan 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Evaluasi input perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan 

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo 

dilihat dari dana planning, dana training, dana transport, dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM). Dalam hal ini dana planning berjalan baik 

dengan anggaran Rp. 100 juta per setiap kampung, dana training belum 

berjalan dengan baik disebabkan masyarakat penerima dana program respek 

belum bisa membuat perencanaan anggaran training dengan baik, dana 

transport belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan jalanan berpariasi 

ada jalannya baik tetapi sebaliknya ada yang rusak dan sulit dilewati 

kendaraan roda empat maupun roda dua. Sedangkan bantuan lansung 

masyarakat (BLM) dapat berjalan sebagaimana mestinya, lansung diberikan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2. Evaluasi proses perencanaan program respek dalam mcngurangi kcmiskinan 

di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo dilihat 

dari tidak mengetinya masyarakat dan belum adanya pendampingan dalam 

perencanaan dan pengunaan dana tersebut, maka yang dilakukan oleh 

masyarakat · adalah membagi-bagi dana itu. Hal ini dikarenakan oleh; 
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pertama, masyarakat kampung belum mampu untuk merencanakan 

penggunaan dana respek tersebut. Kedua, fasilitator tidak memahami 

persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di kabupaten 

Y ahukimo. Ketiga, pendampingan sangat urgen dalam membantu masyarakat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan Respek belum memadai. Hal ini 

mengakibatkan Respek belum jalan optimal, padahal dalam tataran konsep 

sudah sangat baik, namun dalam tataran implementasi masih bermasalah. 

3. Evaluasi output perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan 

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Y ahukimo 

dilihat dari Program Respek yang dilaksanakan di Kabupaten Y ahukimo 

belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarkat kampung 

belum siap menerima dana respek dengan merinci program yang harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarkat kampung lebih baik Hal ini teijadi karena sumber daya manusia 

masyarakat kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah 

lain di luar papua secara umum. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung Kabupaten Y ahukimo serta setelah mengambil kesimpulan maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Agar dana anggaran untuk training bagi masyarakat kampung yang akan 

menerima dana respek, lebih awal hurus diadakan sosialisasi dan pelatihan. 
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2. Agar dana respek yang dikucurkan lansung ke setiap kampung yang 

rnendapatkan dana respek rnernanfaatkan dana respek secara 

berkesinambungan. 

3. Agar dana respek dapat dipergunakan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pernerintah yaitu dapat rnenggunakan atau rnernanfaatan dana respek sesuai 

dengan peruntukannya di Kabupaten Y ahukirno. 

4. Agar tenaga pendamping program respek rnampu rnernberikan penjelasan dan 

pernahaman yang rnernadai kepada rnasyarakat kampung penerirna dana 

respek. 

5. Agar keterlibatan dan partisipasi rnasyarakat dalam rnelaksanakan program 

respek dapat ditingkatkan di Kabupaten Y ahukirno. 
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Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua. 
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1. Judul Penelitian 

2. Identitas Peneliti 

Nama 

UPBJJ 

Alamat Rumah 

Telephone/Fax 

E-mail 

3. Pembimbing I 

Nama 

NIDN 

: Evaluasi Perencanaan Program Respek 

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Dalam Mengurangi Kemiskinan 

Di Kabupaten Yahukimo 

: Zadrak A wan Maradona 

: 500661183 

: Jayapura 

: JI. Poros Dekai- Logpon KMA 

Perumahan HAPPED A No. A8 

Kota Dekai- Kabupaten Y ahukimo -Papua 

: 081353243358 

: zmaradona@gmail.com 

: DR. Muhammad Sawir~ S.Sos.,M.Si 

: 0909076801 

Pangkat/Golongan : Lektor!Illc 

Alamat Kantor : Makassar 

Telephone : 082293037467 

E-mail : muhammadsawir76@yahoo.com 
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Dekai, 18 November2016 

Peneliti 

NIM.50066ll83 

Pembimbing II Pembimbing I 

~ 

Made Yudhi Setiani, S.IP .. ,M.Si.,Ph.D 

N1P.l9710219 199802 2 001 
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lJNJIVER:SITAS TERBUKA 

PROGRAM PASCASAR.JANA 

PROGRAM STUD I ADMIN~STRASlf PUBLIK 

LEMBAR LAY AK UJI 

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya seJaku Pembimbing TAPM dari 

Mahasiswa: 

Nama/NIM 

JudulTAPM 

: Zadrak A wan Maradona /500661183 

: Evaluasi Perencanaan Program Respek 

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Dalam Mengurangi Kemiskinan 

Di Kabupaten Yahuidmo 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa T APM dari mabasiswa yang 

bersangkutan sudah selesai seldtar 85% sehingga dinyatakan sudah Iayak uji 

untuk Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM). 

Demikian keterangan ini dibuat untuk rnenjadikan perllcsa. 

Pembimbing I1 

Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.)Pb.D 

NIP. 19710219 199802 2 001 

Jayapurn, 22 Mei 2017 

Pembimbing I 
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Judul Artikel 

Penulis Artikel 

Nama 

NIM 

Program Studi 

Hari I T anggal 

Pembimbing I 

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL 

: Evaluasi Perencanaan Program Respek 

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Dalam Mengurangi Kemiskinan 

Di Kabupaten Y ahukimo 

: Zadrak A wan Maradona 

: 500661183 

: Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik 

: Senin I 22 Mei 2017 

Menyetujui : 
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Nom or 
· Lampiran 

Peri hal 

Kepada, 

PEMERINTAH KABUPATEN Y AHUKIMO 
BAD AN PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T KAMPUNG 

Jl. Kurima - Komplek Perkantoran PEMDA - Dekai 

Sumohai, 08 Mei 2017 

: 070/ oo, I KET .IP /BPMK/20 17 

: Keterangan ljin Penelitian 

Yth. Kepala UPBJJ-UT Jayapura 
Di Jayapura 

Berdasarkan Surat Kepala UPBJJ-UT Jayapura Nomor 

064/UN31.52/LL/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal tentang Ijin 

Penelitian, maka bersama ini kami menerangkan bahwa : 

Nama 

NIM 

Program Studi 

UPBJJ-UT 

: Zadrak A wan Maradona 

: 500661183 

: S2 Magister Administrasi Publik (MAP) 

Universitas Terbuka 

:Jayapura 

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah nielaksanakan Penelitian di 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Y ahukimo 

dalam rangka penulisan tesisnya yang beijudul: "Evaluasi Perencanaan 

Program Respek Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam 

Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Y ahukimo". 

Demikian Penyampaian kami untuk diketahui, atas keijasamanya 

disampaikan terimah kasih. 

DYSABARA 
. PEMBINA TK.I 

NIP. 19630916 199103 1 010 
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